
SALINAN

BI'PATI KTDIRI
PROVI1TSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2OI9

TENTANG
PETUNJUK TBKNIS PEMBERIAN TI]NJANGAN F{ARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI,

KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD KAE}UPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

v Menimbaag

BI'PATI KTDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat {21 Peraturan
Pemerintatr Nomor 35 Tahun 2AL9 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2al6 tentang pemberian Gqji, pensiun, atau
Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri sipi1, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat

Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan dan pasal l0 ayat {2}
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun zALg tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara, penerima

Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2Al9;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1gs0 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah
Kotapraja surabaya dan Daerah ringkat II surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Djawa Timur dan
undang-undang Nomor 16 Tahun 1g5o tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogiakarta

f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun l96s Nomor 19, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3A\



2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

{Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l;,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ALl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2Al4 Nomor 244,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)

setragaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prqiurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tlrnjangan

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintatr Nomor 35 Tahun 2AL9 fl,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A19 Nomor 92, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63a8);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALg

Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a322l,;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2419 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara

Nasional Indonesi, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 93, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63+91;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2ALL;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2OL8;

Menetapkan

MEMUTUSKAIIT :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN

KETIGA BEI,AS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL

BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD

KAEIUPATEN KEDIRI.

BAB I
KTTETTUAS IIMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.

5. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakil,an Ralryat Daerah Kabupaten Kediri.

6. Pimpinan DPRD adaLah pejabat daeratr yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua

DPRD Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD

Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan dan ditempatkan di Pemerintahan Kabupaten Kediri.

9. Hari raya adalah Hari raya Idul Fitri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

relrcana keuangan tahunan pemerintahan daerah yaxg dibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

L2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

t
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BAB U

PEMBERIAIT TT'ITJAITGAN HARI RAYA DAIT GA"'I XSrIGA BTLITS

Pasel 2

t1) Penerima T\rnjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yang bersumber

dari APBD Kabupaten Kediri adalah:

a. Bupati Kediri;

tr. Wakil Bupati Kediri;

c. Ketua DPRD Kabupaten Kediri;

d. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri;

e. Anggota DPRD Kabupaten Kediri;

f. PNS Kabupaten Kediri;

g. Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri.
(21 PNS Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak terrnasuk PNS yang

sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan di Instansi
atau lembaga diluar Pemerintah Kabupaten Kediri yang gajinya dibayarkan dari
Instansi atau lembaga penugasarulya.

Pasal 3
Tlrnjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua

DPRD, Anggota DPRD dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 bulan sebelum bulan
Hari Raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} belum dibayarkan sebesar penghasilan yang

seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan

tetap diberikan selisih kekurangan T\rnjangan Hari Raya.

Gaji atau T\rnjangan Ketiga Belas |sgi PNS, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil
Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalaff Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasil;an, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
penghasilan ketiga belas.

Penghasi}an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi gaji pokok,

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan
potongan iuran dan/atau potongan laia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2OL9.

(1)

{2)

{3}

:

(4)

(s)

(6)

(5)

t6)
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Pasal 4

{1) Penerima gaji terusan dari penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari
Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 {dua) bulan sebelum
bulan Hari Raya.

{2} Penerima gaji terusan dari penerima Gaji atau T[njangan Ketiga Belas sebagaimana
rtimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji atau
T\mjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan
Juni.

BAA IU
PEUBAYARAIT TUtrJA.rGA,r IIARI RAYA DAIT

GA'I ATAU TTIITJAITGAIT I{TTIGA BTL.AS

Pasat 5

{1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh} hari kerja sebelum tanggal
Hari Raya.

l2l Dalam hal Tlrnjangan Hari Raya sebagaimana dimalsud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setel,ah tanggal Hari Raya.

(3) Gaji atau Tuqiangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli
{4) Dalam hal pemberian gqji atau tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan
berikutnya.

Pasal 6

Tata Cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji
atau Tunjangan Ketiga belas berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan daerah
yang berlaku.

BAB VI
PtRTAItIGGiUItCn AWABAII DAIT PELIIPORAII

Pasal 7

Pertanggungjawaban dan peLaporan Ttrnjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga

Elelas berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VII
PINDAITAAN

Pasal 8

Pembayaran T\rnjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangarl Ketiga belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daera-h (DPA- SKPD) masing-masing.

e
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BAB VIII
KETEITTUA,r PEISUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 22-5-2019
BT'PAfi KEDIRI,

ttd
HARYAIT'rI SUTRISTO

Diundangkan di Kediri

padatanggal22-5-2OL9

STKRETARIS DAERATI XABUPATEII KEDIRI,

ttd

DEDE SUJAIIA

BTRITA DATRAII KABI'PATTIT IITDIRI TAHI'il 2OI9ITOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Hukum

SE. MM

. 196703
Tingkat I
199003 1 006


